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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MUSI BANYUASIN
NOWOR 3 (L3 - TAHDN 77A992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAUA PERATURAN DARRAH KABUPATEN BAERAH TTNGKAT IT
MUSI BANYUASIN NGMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG TERMINAL DAN
RETRIEUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DALAM KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT MUST BANYUASIN

: a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam legeri Nomor 974/005/PUCD tanggal
2 Januari 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan lenteri Dalam Ne-
geri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminek Angkutan Penumpang,
maka dipandang perlu diadakan Perubshen Retribusi Terminel Anglutan Pe—
numpang yang telalj diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ’.Th.ng-
kat IT Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1980; :

b« bahwa untuk kepentingan butir ¥a" diatas perlu diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasine

t 1. Undang=undang Homor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan diiDa-
erah (Lembarsn Negara Tahun 197/, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara No—-
mor 3037);

2+ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT
den Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); . H

3+ Undang-undang Homor 12 (Drt) Tehun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Homor 57, Tambahan Lembaran Negara
Homor 1288); : .

4o Undang-undang Nomoxr' 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angiutan Jalan
Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambshan Lembaran Negara
omor 2742 );

5, Peraturan Pemerinteh Nomor 38 Tahun. 1985 tentang Kewenangan Penyidikan
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran lega—
ra Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304);

Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan J alan Rezes ke-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tshun 1990 tentang Penyerahan sebagian Z

pada Daerah Tingkat I dan Dserah Tingkat IT (Lemberan Negara Tahun 1990
lomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); :

7. Keputusan Bersama lenteri Perhubungan dan Menteri Dalam Hegeri Nomor Kl
ZOO/EH{.OOA/PHB—%, Womor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pe-
merintah Nomor 38 Tahun 1985 darm Penataan Kembali Fungsi Terminalj

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri INomor & Tahun 1983 tentang bentuk Peratur
an Daerah Perubahan;

9. Keputusan KAPCLRI. Nomox Pol.SKEP/369/%/1985 tanggal 31 Oktober 1985 ten~
tang Kekanisme Koordinasi den Pengawasan Penyidik Pegawal Negerdl Sipilj

LN

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ITingkat II Musi Banyuasin Nomor 08 Ta-
hun 1985 tentang Penyidik Pegawsl Negerdl Sipil dalam Kabupaten Daerah

Tingkat II Musi Banyuasing
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11. Keputusan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Musi Banyuasin Homor 188../09/DPRD/199C tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwaidilan Rakyat Daerah Kabupesten Daerah Tingkat II iusi Banyu-—
asin.

Dengan Persetujuan Dewan Perwaidlan Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat IiT
Husi Banyuasin
LENUTUSKAN @

Menetapkan ¢ PERATURAN DASRAL VOSUPLTLE DATRAN TIHGEAT IT MUSI BAWYUASIN TENTANG PERUBAH-
Al PERTAMA PERATURAN DAGRAHM KABUPATCUN DAERAH TIRGHAT 1L MUST BANYUASIN HGIOR
10 TRHUHN 1980 TENTANG TERMINAL DAH FETRIZUST TRRIIAL ANGKUTAN PEIULIPAIG
DALAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT IT LUSI BALYUASIN

Pasal I

Peraturan Deerah Kabupaten Daersh Tinglkat IT Husi Banyuasin Momor 10 Tahun
1980 Tentang Terminal dan Retribusi ‘Terminal Angiuban Penumpang dalam Kabupa—
ten Daerah Tingkat II Husl Banyuasin yang telah disahican dengan Surat Keputug
an Gubernur Kepala Daerah. Tingkat I Sumatera Selatan tengoal 18 Jaruardi 1982
Homor 34/KPTS/IV/1982 dan diundangken dalam Lembaran Doerah Kabupaten Daerah
Tingkat II lusi Banyuasin tangzgel 1 Juni 1982 Seri MC" diubah sebagal beri—
kut 2 —

e Posel 2 ocyet (7} diuban dzn dibeca_Se“a;ai'borikut

v atas Yetertihon anghutan FPenunmang sepg?ti dimoksud pﬁ%ﬁ

pasel ini, Gilsksonaken olzn Dines La;u Lintas den Aﬂgk%uan
yé Propinsei Jaerah mingket I Sumoters Selétau Qabang Dinas

T Labunaten iuel Banyussin dengzal mewe jibksn S@tl?p Bis H;um1danm

Bie Upum memakai ‘erminal yeng torsedis daolam Userah Ilngfét I1

Lusi 3anyuasin.sebagei tempel mensiksn dan menurunken penundsiide

5. Passl 3 diubah dan dibaca sebagal berilut @ ot ; d
Setiap Bis Umum dan llon Bis Urum yang semelat terminal wajib menyeraikan [
Kupon Tanda Pembayaran fetribusi (TPR) kepada Petugas LLAJE yeng bertugas
di Terminal. ' .

C. Pasal 4 ayat (2) diubah den dibaca sebagal berilmt : -
Sesarnya punguban Retribusi di setiap Terminel untuk sekali masuk ditctap
kan sebagal berikubt

e ——— e -

) . A
a. Cendersan Bis Cepat LDe 600.~ ( enam rotus rupish

b. Lendernan Bis Lambdat Ep. 3004~ ( tige retus rupiah Ve

c. Kendaraan Hon Bis antar Kota/Angkutan Pedesaan, Rpe200;~
(dua ratus rupiah}; '

d. Kendarasn Bis dalam Kobta Rpel50,- (seratus Lima puluh rupiah);

. Kendarasan Mon Bis dalam Kota Rpel00,- (seratus rupiah).
. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagal berikut

Tiap seri Kupon IPR yang dikeluarken berislu untuk Jjangka wakyu & (enam)
bulan. . o
Pasal & ayat (2) diubah dan dibaca sepagal berilut
Apabila terdapa£ sisa kupon yang telah habls masa berleima maka sisa
kupon tersebut harus dimusnaluiane -

e}
[ ]

7. Pasal 8 ayat (3) diubah dan dibaca sebagal berikut :
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Pasal 11 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berdlut :
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Pasal 8 ayat (3) diubzh dan dibaca sebagei berikut :

Pemusnshan sisa kupon seperti tersebul pada pasal 8 ayat (2) diatas
dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cqe. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
dengan disaksikan oleh. Unsur Inspektorat. Milayah Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II lusi Banyuasin dengan membuat Berita Acara Perusnahan
yang ditanda tangani oleh kedua Unsur tersebut sesuzi dengan ketentuan
yang berlaku. ¢+ ¥ L P T e

Pasal O ayat (1) diubsh dan dibaca sebazal bérikut :

Guna kelancaran pelayanan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II

Musi Banyuasin menunjuk petugas pem'tm'g{lt }{ellg nenyelenggarakan penjua}_

an Kupon TPR kepada pengusaha/pemegang/pengemudi mobil bis wmm,
- . g & ‘- IRRRS N P L g

Pasal 9 ayat (?) diubah dan dibaca sebagai be’rilmt s

Petugas pemungut yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setiap hari

menyetorkan hasil pungutannya-secara bruto kepada Bendaharawah -khusus

penerima Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II biusi Banyuasinekecuali ha-

ri libur. ' U -

T Ce v

Pasal 10 ayat (2) diubah dan dibaca sebagal berikut :
Semua hasil pungutan/penjuzlan kupon TPR yang'diterima dari petugas
pemungut cleh Beridaharawan khusus. penerima harus-.disetorkan ke.Kas Da~
erah secara bruto setiap Hari kecuali harli libur. T

PR T 4

a. Hasil penjualan kupon TPR Antar Daerah Tingkat I Antar Propinsi
yang tidak ditagih dalsm vaktu 6 (eham) bulan terhitung sejai dite-
tapkannya Peraturan- Daerah ini dinyatakan menjadi, penerimaan Daerah.

ve Hasil penjualan kupon TPR Ahtar-Daerah Tingkat TII dalam Propinsi
yang bersanglarton yang tidak ditagth dalam waktu 3 (tiga) bulan ter
hitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan menjadi
penerimaan Daeran. ' :

- - K !
Pasal 14 ayat (2) diubsh dan dibaca sebagai berilutb .: o
Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam de-

ngan hukuman kurungen selama-lamanya 6 (eham) bulan atau denda gebanyak
banyaknya Rp.50.000,~ (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14 ayat (3) diubeh dan dibaca sebagai berikut

Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (2) pasol ini adalah pelanggaran
penyidikannya sclain dapat dilakukan oleh Penyidik. Umum dilakukan -cleh
Pejabat Penyidik Pegawal Negeri Sipil (PPifS) dilingkungan Pemerintah
Daerah yang diangkat dan’ telah dilantik sesuai dengan Peraturan Perun-
dang—zmdangaxz I.y:ang, berlaku. .
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Lyt o p g Pasal I]_: PR . froopgn 7 JﬂM-

Daeran imi mulai berlalu sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orand mengetahui. 4

Peraturan e
nya, memerintahkan peng‘uhdangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam jembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingiat TI Misi'Banyuasine-"' . [HSG "y - 7 iv. "R
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DELN PERVAKTLAI RAKYAT DAEDRAH

Sekayu, 25 Pebruari 1992 .~
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